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PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN  KEKERASAN 

SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI WOMAN 

CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA) 

ABSTRAK 

FARAH DIBBA NATANEGARI 

NIM 1717302060 

 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syari’ahUniversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah upaya untuk 

menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Perlunya kesadaran bagi 

negara, pemerintah dan kerabat dekat untuk mengawasi anak yang merupakan 

generasi penerus bangsa. Akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih banyak 

terjadi karena perbuatan orang dewasa yang kurang memahami kewajiban 

melindungi anak yang dianggap masih lemah. Berdasarkan hal tersebut maka 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 

perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh lembaga sosial Woman 

Crisis Centre Srikandi kemudian apakah telah sesuai dengan hukum Islam.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh 

secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari Ketua dan 2 orang staf Woman 

Crisis Centre Srikandi serta 2 anak korban kekerasan seksual. Sedangkan sumber 

sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen 

yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh 

dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir 

analisis interaktif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan anak korban 

kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah 

dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja 

P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Perlindungan tersebut telah 

sesuai dengan perlindungan yang diatur oleh hukum Islam, karena ada kesamaan 

dengan hukum Islam yaitu adanya pemenuhan hak-hak anak dan 

mengaktegorikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana berat. Di 

samping persamaan, antara keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang 

terletak pada pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak. 

 

Kata kunci : Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Woman Crisis 

Centre Srikandi Banjarnegara  
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MOTTO 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang orang yang paling tingi drajatnya jika beriman” 

Q.S. Ali-Imran ayat 139. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan  Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ث

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H}a H{ Ha (dengan titik di bawah) ح

  Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د

 Ẑal Ẑ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 S}ad S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad D{ De (dengan titk di bawah) ض

 T{a T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ….‟…. Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau  W We و

 Ha  H Ha ي

 Hamzah  ' Apostrof ء

ً Ya  Y Ye 

 

B. Vokal  

 Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, 

vokal rangkap dan vokal panjang. 

1. Vokal pendek  

 Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

 

 

 

2. V

okal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  Fath{ah Fath{ah A 

 َِ  Kasrah Kasrah I 

 َُ  D{amah D{amah U 
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 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 

Fathah dan Ya Ai A dan I ِِبِغيَْر Bighairi 

Fathah dan 

Wawu 
Au A dan U َِيوَْم Yauma 

 

3. Vokal Panjang 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Fathah + alif ditulis ā Contoh ِ فاَحِشَت ditulis fāḥisyah 

Fathah + ya‟ ditulis ā Contoh علي ditulis ‘ala 

Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
Contoh  ًوَسَاۤءَ سَبِيْل ditulis wa sā`a 

sabīlā 

Dammah + wawu mati ditulis ū Contoh ُِْوَلََِتقَْتلُو ditulis wa lā taqtulū 

 

C. Ta’ Marbuta 

1. Bila dimatikan, ditulis h:  

 Ditulis ‘aindallah عِىْدَِاٰللِّ

ضَاعَتَِ  Ditulis ar-raḍā'ah الرَّ

 

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 

 Ditulis ṭā`ifatum minal-mu`minīn طَائِفتٌَِمِهَِالْمُؤْمِىِيهَِ
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3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h). 

Contoh:  

 Rauḍah al-aṭfall روضتالَطفال

 Al-Madīnah al-Munawwarah المديىتِالمىوّرة

 

D. Syaddah (Tasydid) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis tazawwa تسََوَِّ

 Ditulis fainni فإَِِويّ

 

E. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti Qomariyah 

 Ditulis al-qiyāmah الْقِياَِمَتِِ

 

2. Bila diikuti Al-Syamsiyyah 

 Ditulis at-tabattul التَّبتَُّلِِ

 

F. Hamzah 

 Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis 

apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. 

Contoh:  

اوِيتَُِ  Ditulis ‘az-zāniyatu السَّ

 Ditulis‘ahmadu أَِحْمَدُِ

 Ditulis‘ukhra أخرى
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
1
. Perlindungan 

anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 

demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 

kehidupan berbangsa dan bernegara
2
.  

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang banyak di alami oleh 

anak. Kekerasan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman 

yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat 

manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa 

traumatis yang diderita oleh si anak. Anak adalah tumpuhan keluarga  dan 

penerus bangasa sediannya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus 

kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa 

anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini 

yang menjadi korban keluragannya dan di lingkungan masyarakat dewasa ini.  

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam 

diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk 

mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada 

                                                             
1
 Tika Amalia, “Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?” diakses dari 

https://www.dictio.id/t//,tanggal 23 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB 
2
Bagong Suyanto, “Masalah Sosial Anak” (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4. 

https://www.dictio.id/t/
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yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka 

rasakan. Akibatnya akan menimbulkan ganggugan jiwa yang disebut “stres 

pasca trauma”
3
. 

Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat 

bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: 

hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya 

keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan 

mental. Semua itu jelas akan menganggu kelangsungan masa depan anak.   

Dunia internasional telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan 

yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 

1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), 

setahun setelah KHA disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah 

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 

Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya 

Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat 

dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang 

kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali 

melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang 

negatif dalam hubungan internasional.  

Negara Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan KHA adalah dengan 

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

                                                             
3
Bambang Waluyo, “Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Sinar 

Grafika 2011), hlm. 42. 
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Perlindungan Anak  yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh 

Menkuham Amir Syamsudin.
4
 

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko 

Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu 

ketentuan pemberatan pokok pidana penjara, pidana mati, dan pidana seumur 

hidup. PERPU tersebut juga memberikan pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana
5
. 

Dan kini hukuman tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 70 tahun 2020 

tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebirikarena sebelumnya terjadi pro 

kontra mengenai pelaksanaak hukuman kebiri di Indonesia
6
. Dengan adanya 

pemberatan hukuman dan hukuam tambahan pada pelaku tindakan 

pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut
7
. 

Dalam berbagai litelatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan 

satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur 

hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah hadanah dalam pengertian 

yang mendekati makna perlindungan anak. Namun pada perkembangan 

                                                             
4
Gunawan, “UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak”, diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-

perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak, Tanggal  24 Desember 2020, Pukul 12.50 WIB 
5
Laily Setpres, “Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak”, diakses dari 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/ , tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB 
6
Arie Dwi Satrio, “Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses 

dari https://nasional.okezone.com/, Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 22.33 
7
Min Nuthfatin Nadhilifah, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak 

(Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam”, 

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 6 No 1, Tahun 2017, hlm 13-14  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/
https://nasional.okezone.com/
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selanjutnyasebagian pakar hukum Islam kontemporer mengemukakan istilah 

al-wilayah(perwalian)dengan arti yang semaknadengan pengertian 

perlindungan anak. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa al-wilayah (perwalian) 

ada dua macam, yaitu: 1)perwalian atas diri (al-nafs); dan 2) perwalian atas 

harta (al-mal).  

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal 

yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan 

(baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (al-hadanah), pendidikan, 

pengajaran, dan pernikahan dan perwalian atas harta berkaitan dengan orang 

yang tidak memunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena 

masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka 

pemeliharaan anak (hadanah) merupakan bagian dari perwalian (al-wilayah). 

Agama Islam benar-benar memprioritaskan perlindungan anak. 

Terutama pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena pada dasarnya 

kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam 

hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang 

perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena 

akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra‟ ayat 

32 : 

ىٓ اًَِّهٗ كَاىَ فَ  ًٰ احِشَتً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلً وَلََ تقَزَْبىُا الشِّ  

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 

 

Instrumen-instrumen lainya yang berkaitan perlindungan anak ditata 

dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insankâmil dan ber-
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rahmatan lil „alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anakpun telah 

diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin 

yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan.
8
 Hal ini tergambar dalam 

firmanAllah  Q.s. al- isra ayat 31.: 

ا اوَْلََدكَُنْ خَشْيتََ اِهْلَقٍۗ ًحَْيُ ًزَْسُقهُُنْ وَايَِّاكُنْۗ اىَِّ قتَلْهَُنْ كَاىَ خِطْـًٔا كَبيِْ  زًاوَلََ تقَْتلُىُْٓ  

 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. 

Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”(al- isra ayat 

31).
9
 

 

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh  

pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dalam islam sangat 

lengkap, karena  diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam 

kandungan hingga dewasa. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan 

keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan 

kelahiran jabang bayi
10

. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan 

petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-

anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anaknya.
11

 

                                                             
8
Siti Nurjanah, “Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak”, dalam Jurnal Al- 

Adalah.  Vol 14, No. 2 Tahun 2017, hlm 411 
9
Andi Subarkhah.....hlm. 285.  

10
Berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, meski masalah adzan di telinga bayi 

ini adalah masalah khilafiyah, ada sebagian yang memandangnya mustahab dan sunnah, dimana 

sebenarnya cukup banyak ulama yang berpendapat sunnahnya adzan di telinga bayi. Berkaitan 

dengan adzan di telinga bayi, Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama ahli fiqih kontemporer abad 20 

mengatakan bahwa selain digunakan untuk salat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even 

kejadian lainnya. Lebih lengkap lihat Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh (Bayrût: 

Dár al-Fikr, 1989). Adapun hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah AbuRafi 

meriwayatkan: Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan 

olehFatimah. (H.r. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim 

menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis  ini 

sebagaimana tertuang di dalam kitab al-Majmu‟ Syarah al-Muhadzdzab. 
11

Hal ini termaktub dalam Q.s. al-Nisa‟ ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah orang-orang 

takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan 
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Sehubung dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, terjadi 

berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai 

penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin 

banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang- 

Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan dan dalam agama Islam 

juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak. Para pelaku 

kekerasan tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun 

dan kepada siapapun, terutama anak-anak.  

Hukum Islam menetapkan tindak kekerasan sebagai salah satu 

perbuatan kejahatan yang dikategorkan sebagai  jarīmah atau tindak pidana.
12

 

Sehingga pemidanaan dan penjatuhan hukuman juga patut diberikan kepada 

pelaku tindak pidana kekerasan.Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan 

sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. 

Hukuman pokoknya adalah qisâsh dan hukuman penggantinya adalah diyat 

dan takzîr.  Untuk tindak pidana penganiayaan tindak sengaja hukuman 

pokoknya adalah diyat atau denda.
13

 

Data kasus kekerasan anak di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan 

data dari Pusat Perlayana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) pada tahun 2018 terdapat 33 kasus, sedangkan untuk tahun 2019 

                                                                                                                                                                       
lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. 
12

Hasa Ali al Syazili, al-Jinayat fi al-Fiqh al-IslamiDirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-

Islami wa al-Qanun ,(Beriut: Daral Kitab al Jami‟i, t.t.), hlm. 8  
13

Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap 

Anak”, Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol 15 , No. 02, 

Tahun 2016, hlm 125 
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terdapat 43 kasus, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38 kasus
14

. 

Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap 

melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, 

banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang 

berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah 

saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan 

tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang 

dianiaya orang tuanya.
15

 

Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Banjarnegara yang 

masih tergolong pedesaan, sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi 

tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jikapun ada 

upaya untuk melaporkan ke aparat desa tujuannya justru untuk melakukan 

perdamaian.Beberapa daerah pedesaan banyak yang tidak peduli dengan kasus 

kekerasan di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi 

bagi kasus kekerasan yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut 

menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri 

urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, 

status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.  

Berangkat  dari kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam 

rumah tangga yang semakin  marak  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat, 

baik yang diberitakan di berbagai surat  kabar atau dipertontonkan di televisi, 

                                                             
14

Data jumlah kejadian kekerasan di Banjarnegara, diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara 
15

Yohanie Linggasari, “Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga”, diakses 

dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/ ,tanggal 24 Dsember 2020, 15.29 WIB 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/
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maupun yang tidak terdeteksi oleh  media. Hadir lembaga sosial Woman Crisis 

Centre Srikandi Banjarnegara yang dalam perjalanannya, kelompok sasaran 

kegiatan ini  memiliki visi, misi, spirit dan keinginan untuk memperjuangkan 

keadilan dan kesetaraan gender, serta memfasilitasi pendampingan dan 

kegiatan konseling lintas usia yang  kepada perempuan dan anak yang  

mengalami  tindak  kekerasan  seksual, fisik, maupun psikologis yang terjadi 

baik dalam lingkup rumah tangga naupun di luar rumah tangga.
16

 

Sesungguhnya kekerasan terhadap anak adalah  pelanggaran  hak   

asasidanprinsip kesetaraan keaaman dan kebebasan, integritas dan  

kehormatan, yang seharusnya diterpkan kepada semua  lapisan  masyarakat. 

Oleh sebab itu kekerasan terhadap anak tidak hanya  dipandang sebagai 

persoalan pribadi, tetapi  merupakan persoalan social yang tidak hanya 

berdampak secara fisik dan ekonomi korban  saja namun juga berdampak pada 

keluarga  dan  masyarkat di sekitar  lingkungan koban.  Dalam  banyak  kasus,  

baik  keluarga   maupun lingkungan korban  tidak mampu menjamin 

terwujudnya  kebutuhan tersebut, karenanya hakikat adanya lembaga-lembaga 

seperti Srikandi  Woman Crisis Centre menjadi pihak ketiga yang berperan 

untuk mengupayakan  penanganan bagi anak  korban  tindak  kekerasan 

sangatlah dibutuhkan adanya.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual 

                                                             
16

Afina Nurul, “Mitra Wacana Woman Crisi Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil 

Gendre”, diakses dari https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-

perjuangkan-cita-cita-adil-gender/, tanggal 08 Desember 2020, pukul  22.00 WIB 

https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/
https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/
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Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi 

Kabupaten Banjarnegara). 

 

B. Definisi Oprasional 

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi 

keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Perlindungan anak 

Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusaiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
17

 

2. Korban Kekerasan Seksual pada Anak 

Pengertian korban menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang 

berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang 

dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan 

fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan 

mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana dan lainnya”.
18

 

                                                             
17

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra 

Umbara, 2003) hlm 35 
18

Abu Huraerah.....hlm 47 
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Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu 

tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas 

seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-

anak, dengan kekerasanmaupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang 

belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan pada uraian diatas yang telah 

disebutkan kekerasan seksual padaanak adalah setiap perkataan ataupun 

perbuatan memaksa tindakan, prilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak 

yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang 

merasa tidak nayaman, trauma, merasa ketakutan, depresi 

ataupunmengalami luka secara fisik.  

3. Hukum Islam 

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang 

didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah 

laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada 

apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. 

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt 

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan 

amaliyah.
19

 

 

 

                                                             
19

 Eva Iryani, Hukum Islam, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24. 
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4. Studi Kasus 

Studi Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala 

tertentu.
20

 Dengan kata lain studi kasus adalah salah satu metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial, atau unit penelitian tentang sebuah lembaga perlindungan 

anak yang diambil segi penanggulangan terhadap anak korban kekerasan 

dalam keluarga. 

5. Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara 

Women Crisis Center (WCC) adalah sebuah jaringan kerja atau 

organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang 

dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya.
21

 Woman Crisis 

Centre Srikandi merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen 

pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara resmi berdiri pada 

tanggal 28 September 2010. Woman Crisis Centre Srikandi merupakan 

lembaga yang memfokuskan diri pada kegiatan membantu perempuan 

korban tindak kekerasan melalui penyediaan layanan  yang  berpihak pada 

hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara 

metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:  

                                                             
20

Suharsismi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993) hlm 115 
21

Titin Murtakhamah, “Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia”, diakses melalui 

https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/ tanggal 24 Desember 2020, Pukul 09.33 WIB.  

https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/
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1. Bagaimana Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam melindungi 

anak korban kekerasanSeksual? 

2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan 

seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi kabupaten Banjarnegara sudah 

sesuai dengan hukum Islam ?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan 

penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain: 

1. Untuk mengetahui Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak 

korban kekerasan seksualdi Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui tinajuan Hukum Islam terhadap perlindungan anak 

korban kekerasan seksual studi kasus diWoman Crisis Centre Srikandi 

Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: 

Secara Teoritis 

1. Penelitian ini dapat memberikan konstribusi sekaligus bahan referensi 

kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang 

tinajuan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan 

seksual studi kasus di Womans Crisis Centre Srikandi Kabupaten 

Banjarnegara.  

Secara Praktis 
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1. Menambah pengertahuan mengenai program-program apa saja yang 

dilaksanakan oleh Woman Crisis Centre untuk melindungi anak korban 

kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan 

hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut. 

2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum 

dapat memberi pengetahuan terkait lembaga Woman Crisis Centre Srikandi 

dalam melindungi anak korban kekerasanseksualdi Kabupaten Banjarnegara 

dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak 

tersebut. 

3. Penelitian ini juga dapat memberikan konstribusi dan pengetahuan kepada 

siapa saja tentang bagaimana proses perlindungan anak korban kekrasan 

seksual dan dimana korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

tersebut . 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian 

yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis 

lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan 

sebagai sumber kajian. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang 

membahas mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual 

Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi 

Kabupaten Banjarnegara). Oleh karena itu pada bagian ini akan 
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mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini di antaranya :  

No 
Nama, Tahun, 

Judul Institusi 

Hasil Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan 

1 Dewi Fauziah, 

2010,  

Perlindungan 

Anak Korban 

Kekerasan 

dalam 

Keluarga 

(Studi Kasus 

Terhadap 

Penanganan 

Anak Korban 

Kekerasan 

Dalam 

Keluarga Di 

Lembaga 

Perlindungan 

Anak (LPA) 

Provinsi DIY, 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakrta
22

. 

Penangana 

perlindungan 

terhadap anak korban 

kekerasan dalam 

rumah tangga di 

LPA lebih berfokus 

pada pendampingan 

anak itu sendiri. 

Pendampingan-

pendampingan itu 

berupa 

pendampingan 

yuridis, 

pendampingan 

psikologis dan 

pendampingan 

medis.  

 

sama-

samameneliti 

mengenai 

kekerasan 

anak dan  

bagaimana 

lembaga sosial 

dalam 

melindungi 

anak korban 

kekerasan. 

Yang berbeda 

adalah lembaga 

sosial sebagai 

subjek 

penelitianya. 

Selain itu dalam 

skripsi yang 

menjadi objeknya 

adalah anak 

korban kekerasan 

dalam rumah 

tangga, 

sedangkan dalam 

skripsi ini yang 

menjadi objeknya 

adalah anak 

korban kekerasan 

seksual ditambah 

bagaimana 

tinjauannya 

dalam hukum 

Islam. 

2 Setya Dapat disimpulkan sama- Dalam skripsi 

                                                             
22

Dewi Fauziah, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus 

Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak 

(LPA) Provinsi DIY), Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2010  
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Herditazain, 

2017, 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Anak Korban 

Tindak 

Kekerasan 

Seksual (Studi 

Komparatif 

antara Hukum 

Positif dengan 

Hukum Islam). 

IAIN 

Purwokerto
23

 

bahwa perlindungan  

di dalam 

Hukum Positif hanya 

sebatas melindungi 

dengan memberikan 

sanksi dan 

hukuman terhadap 

pelaku   kekerasan 

seksual terhadap 

anak. Sedangkan di 

dalam Hukum Islam 

tidak  meninggalkan 

prinsip prinsip 

Hukum Islam yang 

terkandung di 

dalamnya  

yaitu maqasid al-

syariah salah satunya 

memelihara 

kehormatan untuk 

mewujudkan 

kemaslahatan umat. 

 

samameneliti 

mengenai 

perlindungan 

terhadap anak 

korban 

kekerasan 

seksual dan 

analisis hukum 

Islam 

terhadapnya 

Setya 

Herditazain,  

metode penelitian 

yang digunakan 

adalah jenis  riset 

kepustakaan 

(library 

research) dengan 

membandingkan 

antara hukum 

islam dengan 

hukum positif. 

Sedangkan dalam 

skripsi ini jenis 

Penelitianya 

adalah penelitian 

Lapangan (Field 

Study)di  

lembaga Woman 

Crisis Centre  

3 Krimeryo 

Walentina 

Hutasoit, 

2020, Tinjauan 

Yuridis 

Dari penelitian 

skripsi ini maka 

dapat disimpulakan 

bahwa perlindungan 

dan pengawasan 

sama-

samameneliti 

perlindungan 

anak korban 

kekerasan 

Yang berbeda 

adalah subjek 

penelitiannya dan  

objek 

penelitiannya 

                                                             
23

Setya Herditazain , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan 

Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam), Skripsi, Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2017. 



16 
 

 
 

Terhadap 

Peran LPSK 

dalam 

Melindungi 

Anak Korban 

Kekerasan 

Seksual di 

Lingkungan 

Keluarga. 

Universitas 

Sriwijaya
24

 

anak korban 

kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh 

LPSK adalah 

menerapkan SOP 

yang sesuai dengan 

Undang-Undang 

Perlindungan Saksi 

dan Korban.  

seksual yang 

dilakukan oleh  

lembaga sosial 

karena dalam 

skripsi Krimeryo 

berfokus pada 

anak korban 

kekerasan 

seksual dalam 

keluarga. Selain 

itu dalam 

penelitian ini 

juga membahas 

tinjauan hukum 

Islamnya. 

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian yang akan dilakukan 

memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang 

paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian 

sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode 

penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme 

pada penelitian yang dilakukan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan 

antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
24

Krimeryo Walentina Hutasoit, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mlindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan 

Keluarga, Skripsi,Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020 
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi 

operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks 

pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-

hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ialah untuk 

memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau 

menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk 

mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah 

kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau 

siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan 

penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang 

diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung 

penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan 

penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya 

plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian. 

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentangKerangka Teori 

yang di bagi menjadi dua Sub yaitu:Perlindungan anak korban kekerasan 

sekusual dalam hukum positif, meliputi: konsep perlindungan korban dalam 

peradilan nasional, pengertian kekerasan seksual, perlindungan anak korban 

kekerasan seksual, hak-hak anak, dan sanksi pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak. dan sub bab yang kedua mengenai perlindungan anak 

korban kekerasan sekusual dama hukum Islam, meliputi: konsep perlindungan 

korban dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, perlindungan 
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anak dalam hukum Islam, dan kekerasan seksual pada anak dalam hukum 

Islam  

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas 

langkah-langkah atau steps dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang 

dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran. 

Bab Keempat, membahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang 

meliputi : Gambaran umum Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten 

Banjarnegar, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Womans Crisis Centre 

Srikandi Banjarnegaradan Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak 

korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis 

Centre Srikandi Banjarnegara dengan Perlindungan HukumMenurut Hukum 

Islam 

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran 

yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif  

1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai 

hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang 

Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :  

a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;  

b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan; 

c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; 

d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri; 

e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 

f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya; 
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g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang 

cacat; 

h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan; 

i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demi pengembangandirinya;  

j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta 

perlakuan salah lainnya;  

k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir;  

l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;  

m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 

n. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang 

dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektifdalam setiap tahapan upaya hukum yang 

berlaku;  
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o. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
25

 

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak 

kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak 

Asasi Manusia.  Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga 

mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. 

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif 

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi 

salah satu tujuan Pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, yang berbunyi:  “Perlindungan anak adalah: segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.”
26

 

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat 

terwujud apabilamendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai 

pihak
27

. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas 

hak anak di Indonesia diatur Pasal 20UUPA tersebut menyebutkan bahwa 

                                                             
25

Lihat UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun  2002 

Tentang  Perlindungan Anak 
26

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
27

 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 ayat 2 
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negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,keluarga, dan orang 

tua atau wali  berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadappenyelenggaraan perlindungan anak
28

. 

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan 

pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak mengaturmengenai jaminan negara 

dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak
29

.Kewajiban dan 

tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 

perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak.   Ketentuan Pasal 72 ayat (2) 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran 

masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan 

anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 

lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media 

massa
30

.   

                                                             
28

 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 20 
29

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan 

anakdengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secarahukum 

bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anakuntuk menggunakan 

haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dantingkat kecerdasan anak. Jaminan 

yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebutdiikuti pula dengan pengawasan dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak (dalam UUPA Pasal 22)  
30

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi 

Aksara,1990),  hlm.14 
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Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur 

mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang 

tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :  

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

b.  menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakan 

dan minatnya; 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada 

anak.   (sama dengan point di atas) 

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, 

dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan 

atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua 

hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya 

sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang  menjadi  orang 

dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara 

tujuan pembangunan Nasional tersebut. 

3. Pengertian Kekerasan Seksual  

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua 

kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti 

(membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai 

kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. 
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Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan 

cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 

barang orang lain.
31

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu 

kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan 

sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak 

menyenangkan dan tidak bebas.
32

 

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa 

ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai 

serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak 

dikehendaki oleh orang lain tersebut
33

. Terdapat dua unsur penting dalam 

kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya 

persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum 

mampu memberikan persetujuan, misalnya adalah kekerasan seksual pada 

anak.
34

 

4. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Positif 

Pengertian korban dalam yuruidis termaktub diUndang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 

3 menyebutkan bahwa korban adalah “orang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

                                                             
31

 Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, 

(Malang :Intimedia tahun 2009), hlm. 17. 
32

 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia,(Jakarta:Gramedia 

Pustaka Utama Tahun 1997), hlm. 517. 
33

 Pengertian Seks dan Seksualitas, diakses dari https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-

seksualitas/, pada tanggal 05 Maret 2021, Pukul 14.22 WIB. 
34

 Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 

https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/
https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/
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tindak pidana”. Secara teoretis, korban tindak pidana diartikan sebagai 

seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan 

dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
35

 

Marcus Priyo Gunarto
36

 menyebutkan bahwa ada dua 

modelperlindungan korban, yaitu model perlindungan saksi dan korban 

yaitu:  

1) Model hak-hak prosedural (the procedural rights model)  

Model ini memungkinkan agar korban berperan aktif dalam 

proses peradilan pidana, seperti korban membantu jaksa penuntut 

umum, korban dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, 

korban didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan 

lain sebagainya. Model pertama ini memungkinkan korban bisa 

mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. 

2) Model pelayanan (the services model)  

Model perlindungan ini menekankan pada pemberian ganti rugi 

dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pemulihan kondisi 

korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat 

kejahatan. Model ini menetukan standar baku tentang pelayanan 

terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. 

                                                             
35

 Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional 

Dan Sistem  Pidana Hukum Islam”, dalam Jurnal al-Manahij:Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 

XIII, No. 1, Juni 2019, hlm 39 
36

Marcus Priyo Gunarto, “Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi” 

(Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm 85-6 
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Model yang biasa diterapkan di indonesia adalah kombinasi 

keduanya, karena di Negara Indonesai paling susah adalah dalam hal 

koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan 

keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa 

terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang 

diberikan kepada saksi dan korban.
37

Dengan kombinasi kedua model 

tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara 

kepentingan individu dan kepentingan umum, yang menurut Herbert L. 

Packer, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dapat 

berupa compensation, regulation, punishment, dan treatment.
38

 

Korban dalam peradilan pidana  sebagai pihak pencari keadilan 

seringkali menduduki posisi pinggiran (peripheral) dibanding dengan 

pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih 

mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi 

sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hak-hak tersangka/terdakwa juga 

lebih banyak diatur dalam KUHAP dibandingkan dengan hak korban, 

seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi ade charge dan saksi ahli, 

ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan. Doerner dan Lab mengatakan 

bahwa: korban kejahatan tetap tidak lain adalah saksi bagi negara (dalam 

proses peradilan).  

Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan 

utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku 

                                                             
37

Yudi Krismen, “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana”, 

dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No. 1, Thahun 2014, hlm 49  
38

Vivi Ariyani,... hlm 40 
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kejahatan dengan korbannya, sehingga penentuan hak-hak korban dan 

upaya perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih adil.
39

 

5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual  

a) Perlindungan Hukum  

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 

perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU 

Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-

Undang tersebut adalah UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam 

perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena 

maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya 

adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua 

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan 

Perlindungan Anak
40

. 

Khusus untuk larangan kekerasan seksusal terhadap anak 

dalam KUHP diatur pada pasal 76D dan 76E yang berbunyi: 

Pasal 76D 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain. 
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Pasal 76E 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul
41

. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari 

pasal-pasal tersebut adalah : 

Pasal 81 berbunyi : 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, 

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  

Pasal 82 berbunyi : 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, 

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
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(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)
42

.  

Dari pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa pasal yang biasa 

untuk menjerat pelaku adalah Pasal 76D j.o Pasal 81 (1), Pasal 76D j.o 

Pasal 81(2), dan Pasal 76E j.o Pasal 82 (1). Sedangkan perubahan 

yang terjadi ada pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku 

tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta 

rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden 

Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 

tentang perubahan kedua UUPA. Perppu tersebut adalah Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Inti dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 

Tahun 2016 adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman 

tambahan bagi pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak. 

Adapun rangkuman dari hukuman tambahan tersebut adalah
43

 :  
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a. Hukuman atau sanksi yang terHukuman mati, hukuman seumur 

hidup atau pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun yang 

terdapat pada pasal 81 ayat 1 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016  

b. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku yang terdapat 

pada pasal 81 ayat 6 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016  

c. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah 

pelaku menjalankan pidana pokok terdapat pada  pasal 81 ayat 7 

pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

d. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan 

mantan narapidana terdapat pada  pasal 81 ayat 7 pada Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016  

e. Hukuman tambahan ini tidak berlaku bagi pelaku tindakan yang 

masih masuk dalam kategori anak.  (sama dengan point di atas) 

Dapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 biasa disebut dengan hukuman kebiri. Dengan adanya 

pemberatan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan pemerkosaan 

diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut
44

.   

Namun nyatanya hukuman kebiri sempat menjadi pro kontra di 

Indonesia pihak yang pro terhadap hukum kebiri yaitu mentri PPPA 

(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPAI 

(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sedangkan pihak kontra ada 

pada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menolak enjadi eksekutor 
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hukum kebiri karena dirasa melanggar sumpah dokter dan kode etik 

kedokteran Indoneisa, dan komnas HAM (Hak Asasi Manusia)
45

.  

Sehingga pada 7 Desember 2020 Presiden Joko Widodo 

menaken Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, 

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020 

yang didefinisikan mengenai Tindakan Kebiri Kimia adalah 

pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang 

dilakukan kepada pelaku yang pernak dipidana karena melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga 

menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka 

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya 

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan 

hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi
46

.   

Kebiri kimia didasarkan pada teori gabungan yaitu teori 

absolut dan relatif. Disamping itu sanksi kebiri kimia merupakan 

bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa 

dirugikan yaitu anak dan juga keluarga korban. Akan tetapi disisi lain 

                                                             
45

Fadiyah Alaidrus, “Pro Kontra Hukum Kebiri Pemerkosa Anak di Mojokerto”, diakses 

dari https://tirto.id/, tanggal 10 Juni 2021, pukul 00.07 wib  
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sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari 

kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan
47

.   

Dengan adanya perubahan dan tambahan yang terjadi dalam 

memperbaiki kualitas suatu peraturan perundang-undangan kiranya 

dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menggulangi 

kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi 

(hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera 

didalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan 

terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di 

Indonesia
48

. 

Selain perlindungan dengan memberi sanksi pidana pada 

pelaku seperti yang dijelaskan diatas, Anak korban kekerasan seksual 

jugamendapatkan perlindungan di dalamproses peradilan menurut 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang SistemPeradilan Pidana 

Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan 

terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya:  

Pasal 18 mengatur bahwa :  

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional 

dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, 

Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan 

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. 
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Pasal 19 mengatur bahwa: 

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib 

dirahasiakan dalampemberitaan di media cetak ataupun 

elektronik  

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang 

tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkanjati 

diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.   

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perundang-

undangan di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan 

terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun 

memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual
49

.  

b) Mediasi Penal 

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakuan 

dengan 2 cara yaitu: penanggulangan dengan menggunakan jalur 

hukum (penal) adalah dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan 

yang nantinya akan menghasilkan vonis pidana dari hakim kepada 

pelaku kekerasan seksual,  dalam Undang- Undang terdapat beberapa 

Pasal yang mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) 

sebagaimana yangsudah disebutkan diatas . Dalam hal 

penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-

kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka 

yang melakukan tindak kekerasan seksual.  
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Sedangkan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal) 

adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling 

bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara 

langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak 

ketiga sebagai penghubung untuk memudahkan korban 

mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan 

juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas 

perbuatannya, dalam mediasi penal kejahatan seksual lebih menitik 

beratkan pada perlindungan terhadap korban yang dalam hukum 

positif di Indonesia belum sepenuhnya terakomodir.
50

 Tujuan yang 

ingin dicapai adalah peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap 

tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban. Jika korban hamil 

misalnya, maka pelaku bertanggung jawab untuk menikah dengan 

korban atau bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang 

dikandung korban dengan memberikan santunan sebagai bentuk ganti 

kerugian. 

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini 

adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan 

pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap 

terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa 

yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan 

hukum. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan. 
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kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap 

dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional
51

. 

Dalam penyelesaian dengan menggunakan luar jalur hukum 

(non penal)yang penting di lakukan adalah para pihak bersepakat 

untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham 

atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka 

melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan 

dapat di capai. Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah 

perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut 

mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknyasebuah kontrak 

atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk 

tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum 

mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu
52

. 

 

B. PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM 

HUKUM ISLAM 

1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam 

Dalam ketentuan fikih (hukum Islam), istilah yang digunakan 

untukmenyebut korban adalah al-majniy „alaih(pihak yang menderita). 

Penderitaan inidikaitkan dengan hak-hak yang dimilikiseseorang, yaitu hak 

hidup, hak milikkebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak 

keturunan. Konsepperlindungan korban tindak pidana dalamkhazanah fikih 
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jinayah (hukum pidanaIslam) tidak secara spesifik dibahas.Pembahasan 

perlindungan korbandilakukan secara umum menggunakandalil-dalil yang 

menyuruh manusia untukberbuat baik terhadap sesama.
53

 

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam 

tidaksecara khusus dibahas. Namun bukanberarti tidak ada perlindungan 

bagi korbantindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum 

Islam tidak lepasdari perlindugan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum 

Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yangmelekat padanya 

telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia 

memiliki hak karamah (hak pemuliaan) dan hak faḍilah (pengutamaan 

manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itusendiri, yaitu 

raḥmatan lil „alamin, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan 

tawaran mutlak bagikeberadaan manusia di muka bumi.Tujuan hukum 

Islam disebut dengan maqaṣid al-syari'ah (tujuan dasar hukum Islam), 

yang meliputi hal-hal sebagai berikut
54

: 

1) Ḥifẓ al-din, yaitu jaminan hak untuk  menjalankan agama dan 

keyakinan; 

2) Ḥifẓ al-nafs, yaitu jaminan hak hidup; 

3) Ḥifẓ al-„Aql, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, 

jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan 

pendapat (opini);  
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4) Ḥifẓ al-Nasl, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, 

jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya 

(anak-anaknya); serta  

5) Ḥifẓ al-Mal, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.
55

 

Dalam hal perlindungan korban, semua hal yang dapat mewujudkan 

keadilanhukum bagi korban tindak pidana perlu diperhatikan dan 

diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi 

atau hukuman dalam jinayah (hukum pidana) merupakan bentuk tujuan 

syariat (maqaṣid alsyari‟ah), yaitu bertujuan untuk membuat jera bagi 

pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana. 

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam 

Dalam berbagai litelatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak 

ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. 

Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah 

hadanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika 

ditelusuri makna katanya secara bahasa (etimologis),  hadanah  merupakan 

bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. 

Adapun menurut istilah, hadanah berarti memelihara anak kecil, orang 

yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki 

kemampuanuntuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai 
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kebutuhanya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagi kebutuhan yang 

diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.
56

 

Hadanah merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. 

Sebagian ulama menyamakan hadanah dengan kafalah. Secara bahasa 

hadanah berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, 

sedangkan kafalah berarti menjamin, dan memikul tanggung jawab atas 

suatu urusan. Akan tetapi al-Mawardimembedakan pengertian kedua istilah 

tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak
57

. Fase 

perlindungan anak berdasarkan usia tersebut ialah: 1) radha (penyusuan), 

2) hadhanah(pengasuhan dan pemeliharaan), 3) kafalah (penjaga dan 

perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau 

delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) kifayah (mencukupi keperluan), 

yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.  

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan 

hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, hadanah 

(dalam pengertian yang sempit, yaitu megurus dan memelihara anak) 

merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan 

pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang juga membagi perlindungan anak 

berdasar hak-hak anak, mencangkup lima hal yaitu: 1) nasab (identitas 
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diri); 2) radha (pengasuhan); 3) hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan); 

4) wilayahi (perwalian) ;
58

 dan 5) nafaah (pemberian nafkah).  

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, hadanah 

merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian 

indentitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk 

perlindungan anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan 

anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan 

al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadanah 

(pengasuhan dan pemeliharaan).
59

 

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam 

kontemporer, mengemukakan istialah al-wilayah dengan arti yang 

semaknadengan pengertian perlindungan anak sebagaimana yang 

dijelaskan sebelumnya. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa al-wilayah 

(perwalian) mencangkup dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (al-nafs); 

dan 2) perwalian atas harta (al-mal). Peralian atas diri seseorang berkaitan 

dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil 

atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa 

pemeliharaan (al-hadanah), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. 

Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak memunyai 

kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya 
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atau karena tidak cakap
60

. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak 

(hadanah) merupakan bagian dari (al-wilayah). 

Demikian juga Wahbah al-Zuhailimembagi wilayah kepada dua, 

yaitu  wilayah ala al-nafs dan wilayah ala al-mal (sebagaimana pendapat 

al-Hafnawi di atas). Wilayah ala al-nafs mengandung pengertian 

penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang 

tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskannya), seperti 

penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, 

dan hal lain-lain. Adapun wilayah ala al-mal ialah penanganan segala 

urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak 

mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta 

dan pengelolaanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya. 

Dengan demikian istilah yang lebih tepat untuk pengertian 

perlindungan anak dalam hukum Islam ialah al-wilayah, karena 

perlindungan anak mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan anak, 

baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya 

maupun hartanya. 

3. Hak- Hak Anak Dalam Hukum Islam 

Dalam hal perlindungan anak, Al-Quran telah banyak membahas 

dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak 

pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus 
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dilakukan sejak kecil
61

.Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

anak, secara umum dalam Islam telah digambarkan hak-hak dasar 

kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang 

bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut
62

. Adapun hak-hak anak 

yang diatur dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

a. Hak Hidup  

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusai, 

bahkan janin yang masih berada di dalam kandungan. Banyak ayat al-

Qur‟an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, 

baik itu anak sendiri ataupun orang lain. hal itu seperti yang dinyatakan 

dalam Q.S al-An‟am (6) :151: 

يْ اِهْلَقٍۗ ًحَْيُ ًزَْسُقكُنُْ وَاِيَّاهنُْ    ا اوَْلََدكَُنْ هِّ  وَلََ تقَْتلُىُْٓ

 “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 

takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan 

kepada mereka...” 

 

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang 

melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskan dikenai hukuman 

sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus 

ditaguhkan.
63

 

Berbagai nash, baik ayat alQur‟an maupun hadist di atas 

menunjukan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup 
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seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang 

anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun
64

. 

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab 

Pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak 

terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupanya. 

Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang 

pasti dari masyarakat, dan lebih memeperkuat dalam mewujudkan 

perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Berkenaan 

dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ahzab (33) :5: 

ا اٰباَۤءَهنُْ فاَِخْىَاًكُُنْ فىِ  ِ   فاَِىْ لَّنْ تعَْلوَُىْٓ ٌْدَ اللّٰه باَۤىِٕهِنْ هىَُ اقَْسَطُ عِ ادُعُْىْهنُْ لَِٰ

يْيِ وَهَىَالِيْكُنْ ۗ   الدِّ

 “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk dipanggil 

dengan memakai nama bapaknya. Hal ini dimaksud agar jelas nasab 

(garis keturunan ) si anak. 

c. Hak Mendapatkan Nama Baik 

Dalam Islam di syari‟atkan agar memberi nama yang baik bagi 

seorang anak, karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti 

penting dan pengaruh yang besarbagi orang yang menyandangnya. 

Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan 
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dirinya, baik semasa hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu 

Rasulullah saw menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama 

yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud:
65

“sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil 

dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama 

kalian” 

d. Hak Mendapatkan Penyususan 

Hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya 

anatara lain adalah diberinya hak untuk disusui, hal ini dilakukan oleh 

Ibu dari anak setelah anak lahir sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-

Baqarah (2) :233
66

: 

ضَاعَتَ ۗ    وَالْىَالِدٰثُ يزُْضِعْيَ اوَْلََدهَيَُّ حَىْليَْيِ كَاهِليَيِْ لِوَيْ ارََادَ اىَْ يُّتنَِّ الزَّ

 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...” 

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) 

adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika 

seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib 

memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, 

seperti yang disebutkan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 233. 

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan 

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan 

meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari 
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kiamat, sebelum seorang anak dimintai pertanggungjawaban hak atas 

anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas dirinya.  

Ditegaskan dalam  

Q.S. at-Tahrim (66) :6: 

ًْفسَُكُنْ وَاهَْلِيْكُ  َ ا ا قىُْدهَُا الٌَّاصُ وَالْحِجَارَةُ يٰآيَُّهَا الَّذِيْيَ اٰهٌَىُْا قىُْٓ نْ ًاَرًا وَّ  

 “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban 

menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata 

lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh 

orang tuanya dengan baik. 

f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran 

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn Abbas 

bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui 

apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak 

anak?” Rasul menjawab: “Membaguskan namanya dan membaguskan 

pendidikannya.
67

” 

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, 

bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil 

dianjurkan untukmemperbanyak membaca al-Quran ketika anak lahir
68
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g. Hak Diperlakukan Secara Adil 

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari 

orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat 

nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari riwayat Nu‟man 

bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui 

Rasulullah SAW. Dan berkata: 

“Bapaknya berkata: sesungguhnya aku memberikan seorang 

budak kepada anak laki-lakiku ini, lalu Rasulullah bertanya: 

Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan 

kepada anakmu ini? Bapaknya menjawab: Tidak. Lalu 

Rasulullah SAW bersabda: (kalau begitu) ambillah kembali 

pemberianmu itu.” 

 

Dari hadits diatas mengajarkan bahwa perbuatan adil sangatlah 

perlu untuk  diperhatikan dalam kehidupan, dari perbuatan adil itu ada 

nilai tersendiri. Nabi telah mengajarkan bahwa adil disini adalah 

memberikan sesuatu yang pas atau sama rata kepada yang berhak 

menerimanya. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas 

pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat 

nonmateri, seprti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. 

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam 

benarbenar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat penting. Hal 

ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam 

hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat 

manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, 

perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam 
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bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan 

anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. 

4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih 

Jinayah 

1. Pengertian Hadd 

Jika diperhatikan kata “Jinayah” dalam istilah fiqih islam adalah 

jarimah (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, 

jarimah adalah larangan-larangan syara‟ yang Allah SWT mengancam 

pelakunya dengan hukuma hadd atau hukum ta‟zir. Kata “hadd‟ secara 

bahasa artinya adalah al-man‟u (mencegah atau menghalangi),Sanksi 

atau hukuman disebut huduud. Huduudadalah  hukuman yang ditetapkan 

oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang di 

tetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya
69

.  

2. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina  

Zina menurut bahasa dan istilah syara‟ mempunyai penegrtian 

yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan 

perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan 

syubhat kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang 

terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena 

kepemilikan budak. 
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Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina 

terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur‟an dibawah ini, yaitu surah An Nur 

(ayat 2) 

لََ تأَخُْذْكُنْ بهِِوَا رَأفْتٌَ   ٌْهُوَا هِائتََ جَلْدةٍَ وَّۖ اًيِْ فاَجْلِدوُْا كُلَّ وَاحِدٍ هِّ اًِيتَُ وَالشَّ الَشَّ

يَ  خِزِ  وَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُوَا طَاۤىِٕفتٌَ هِّ ِ وَالْيىَْمِ الَْٰ ٌْتنُْ تؤُْهٌِىُْىَ باِللّٰه ِ اىِْ كُ فيِْ دِيْيِ اللّٰه

يَ الْوُؤْهٌِِيْ   

 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, 

dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” 

 

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan 

keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd 

itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd 

zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki laki 

maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai 

berikut:  

a. Pelaku adalah orang baligh, apabila pelakunya anak kecil yang 

belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan 

kesepakatan ulama. 

b. Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak 

dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.  

c. Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak 

dijatuhi hukuman hadd jika berzina dengan perempuan kafir. Akan 
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tetapi, ia harus dihukum ta‟zir jika ia menampakkan perbuatannya 

itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, 

orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan 

perzinaan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum ta‟zir.  

d. Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam 

keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman hadd 

menurut jumhur ulama. 

e. Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika 

persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman hadd akan 

tetapi diberi hukuman ta‟zir.  

f. Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi 

mayat maka tidak dihukumi hadd menurut jumhur ulama
70

. 

3. Macam- macam Hukuman Zina 

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan 

perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang 

berstatus muhshan alias janda atau duda maupun yang masih 

berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias 

pejaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki 

maupun perempuan sementara hukuman hadd dalam syariat Islam itu 

ada tiga jenis, yakni hukuman rajam, hukuman dera, dan hukuman 

pengasingan atau penjara: 
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a. Muhsan Hukuman bagi penzina yang telah menikah (muhshan)   

Seluruh fuqoha‟ sepakat pezina yang telah menikah wajib di 

rajam hingga mati,baik laki-laki maupun perempuan. Perihal ihsan 

(status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat 

diajukan hukuman rajam. 

b. Hukuman bagi penzina perjaka (Ghairu Muhshan)  

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama 

sepakat bahwa hukumannya  bagi penzina ialah seratus kali dera, 

berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur  ayat 2. 

Kemudian ulama berselisih pendapat tentang hukuman 

diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan 

murid-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. 

Menurut Imam Syafi‟i, setiap orang berzina harus dijatuhi hukuman 

pengasingan disamping hukuman dera, bagi laki-laki maupun 

perempuan yang berstatus merdeka maupun budak. Sedangkan menurut 

Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki 

bukan pihak perempuan
71

 

Dalam jarimah Hudud adalah kepastian dan tidak ada 

pengecualian, karena berkaitan dengan firman Allah SWT dan hadist 

Rasulullan sehingga mutlak harus dilaksanakan. Ketegasan penegakan 

hukum ini semata mata untuk kepentingan umat atau masyarakat umum 
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daripada hanya kepada individu
72

. Dalam suatu hadist ditegaskan 

sebagaimana terjemahan sebagai berikut :   

Bertindak keraslah agar tertib. Barang siapa yang menginginkan 

ketertiban sesekali bertindak tegaslah kepada orang yang kaukasihi
73

. 

Dalam penerapan  Jarima Hudud  tidak dapat ditawar dan 

berlaku mutlak. Justru orang yang menolong atau ikut menghalang-

halangi pelaksanaan hukum yang telah ditentukan oleh Allah yang 

menghambat kelancaran penerapan hukuman Allah dianggap sama 

dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulullah SAW karena 

tindakannya telah menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, 

menghalalkan pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari segala akibat 

kejahatan yang telah diperbuatnya. 

Namun perlu dipahami ada batasan dalam memberikan 

pertolongan atau mengupayakan untuk tidak diterapkannya jarimah 

hudud dalam suatu perkara. Salah satu batasan memberi pertolongan  

adalah mengupayakan pemaafan yang berlaku sebelum perkaranya 

sampai di tangan hakim. Artinya memberi pertolongan atau 

mengupayakan pemaafan setelah ditangani hakim berarti menghalangi 

hakim melaksanakan kewajibannya dan membuka peluang bagi 

mandegnya hukum dan keadilan. Adapun sebelum perkaranya sampai 

ketangan hakim, pemberian perlindungan dan pertolongan kepada 

pelaku pelanggaran masih boleh dilakukan.Abu Dawud, An-Nasa‟i, dan 
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Al-Hakim menganggap sahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar bin 

Syuaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi SAW. bersabda 

sebagaimana terjemahan sebagai berikut :  

“Saling  memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang 

masih berada di tangan kalian. Manakala perkaranya telah 

sampai ke tangannya, maka wajib melaksanakan hukuman.Tidak 

apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia 

(pencuri) kepadaku.
74

” 

 

Artinya dalam jarimah hudud pemaafan oleh korban dan/atau 

keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana masih dapat dibenarkan 

jika pelaku tindak pidana tersebut belum diajukan ke penegak hukum, 

namun jika persoalan tersebut telah ditangani penegak hukum maka 

pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap 

pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi dan tidak mempengaruhi 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut.  

5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam 

Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik 

dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, 

yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi 

pelakudan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu 

pelaku zina diberi malu dengan dihukum dihadapan orang banyak, demikian 

juga bagi orang yang belum melakukan zina akan berpikir panjang untuk 

melakukan zina karena akan mendapatkan siksaanyang pedih dan rasa malu 
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yang besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya 

dimata masyarakat. 

Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang  disebutkan tujuan 

hukumannya untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk 

menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. A. 

Hanafi berpendapat  bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitual-radd 

(mencegah), al-zajr (mengancam) al islah (memperbaiki), dan al-tahzib 

(mendidik)
75

.  

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kajahatan agar 

jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar 

orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan 

pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk 

mewujudkan prebuatan itu, tidak bolehkurang atau lebih meskipun 

hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-

betul mencerminkan keadilan. 

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud 

untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan 

mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan 

jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga 

betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Dengan 

demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam 

adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan 
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keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan 

merugikan dirinya dan orang lain
76

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN   

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan 

baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidak beradaan dari 

suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.
77

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research)
78

. Dalam melakukan penelitian ini peneliti  

melakukannya di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara 

langsung dengan mendatangi informan dengan cara pengumpulan data secara 

langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga 

atau gejala tertentu.
79

 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, 

sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian 

tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah anak korban kekerasan seksual 

yang  mendapatkan perlindungan dari Womans Crisis Centre Srikandi, 

sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Womans Crisis Centre Srikandi 

di Kabupaten Banjarnegara. 
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C. Jenis dan Sumber Data  

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data 

primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang isinya mengikat karena dikeluarkan 

oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.80 Data 

primer dalam penelitian ini berperan sebagai data utama yang berupa 

informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti.
81

 Adapun data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dari Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), data dari Woman 

Crisis Centre Srikandi Banjarnegara, dan wawancara dengan responden 

terkait yaitu:  

a. Ketua Womans Crisis Centre Srikandi  

b. 2 Staf Womans Crisis Centre Srikandi  

c. 2 Korban anak yang mengalami kekerasan seksual  

Data primer yang menggunakan wawancara langsung kepada 

informan nantinya akan memberikan informasi atau argumem yang 

dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data skunder yaitu data yang diambil dari penelusuran data melalui 

bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga 

terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah 
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dilakukan sebelumnya dan buku.
82

Data sekunder bertujuan untuk 

menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis dan 

diperlukan untuk memperjelas isi data primer.
83

 

 

D. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat 

kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke 

lapangan
84

.  Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan 

untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan 

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori 

hukum yang ada.
85

 

 

E. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, yaitu menggambarkan 

tentang realitas yang ada di lapangan
86

 yakni pandangan anak korban 
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kekerasan seksual terhadap perlindungan dari Womans Crisis Centre Srikandi 

Kabupaten Banjarnegara kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan 

kata. Data desktiptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas 

peristiwa pada masa sekarang.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
87

Peneliti menggunakan beberapa teknik 

dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai88. Dalam wawancara peneliti membuat pertanyaan 

pertanyaanya yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan 

menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara
89

. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa 

catatan, buku-buku, majalah, dan sebagainya.90 Dengan adanya dokumen-

dokumen dan arsip yang didapat  maka dapat memperkuat informasi 
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awal.
91

Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan 

mencatat laporan yang tersedia.
92

 

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar.
93

 Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis 

interaktif. Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
94

Penyajian data adalah 

menyediakan sekumpulan informasi yang sudah disusun, supaya mudah dalam 

menarik sebuah kesimpulan. Dalampenarikan kesimpulan yaitu mencari arti, 

membuat konfigurasi dan kategori-kategori,mengukur alur sebab akibat, 

menyusun proposisi-proposisi guna menarik suatukesimpulan.
95

 

Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan 

objek penelitian adalah SOP (Standar Oprasional Prosedur) Womans Crisis 

Centre  Srikandi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangperubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak,PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Literatur 

Fiqih. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan pada tingkatan 

“permukaan”tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pengumpulan data 
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itu kemudiandiperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk 

dibuat catatan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

A. GAMBARAN UMUM WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI 

BANJARNEGARA 

1. Sejarah Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara 

Dalam upaya menanggulangi tindak pelecehan seksual terhadap 

anak, pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak
96

. Di dalam pasal 20 Undang-Undang 

Perlindungan Anak (UUPA) tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 

adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
97

.  Hal itu 

sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002 ini kemudian 

diperbaharui melalui UU No. 35 Tahun 2014.  

Kendati payung hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU 

tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena sampai pada tahun 

2010 fasilitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak 

di Kabupaten  Banjarnegara belum dibentuk, padahal angka kekerasan 

seksual pada anak di tahun 2004 sudah tinggi. Sebagaimana yang 

dikatakan Ibu Gati selaku ketua Woman Crisis Centre Srikandi 

Banjarnegara: 
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“Pada waktu tahun 2004 kami para pegiat-pegiat perempuan 

Banjarnegara dan dinas KBPP mengadakan project bersama 

dengan Woman Crisis Centre Mitra Wacana dari Yoyakarta untuk 

melaksanakan sosialisasi perlindungan dan pemulihan korban 

kekerasan pada anak dan perempuan, di kumpulkan data korban 

kekerasan pada anak dan perempuan dari empat Kecamatan di 

Banjarnegara yaitu Punggelan,Banjarnegara,Susukan, danRakit. 

Dari hasil pengumpulan data diketahui ternyata angka kekersasan 

pada anak dan perempuan cukup tinggi dan sebagian besar tidak 

diselesaikan secara jalur hukum walaupun itu malah merugikan 

korban.
98

” 

 

Dari hasil data yang cukup tinggi tersebut kemudian bersama-sama 

para pegiat perempuan Banjarnegara mengkoordinasikan dengan Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPP) membentuk kerjasama bersama Mitra Wacana Woman Crisis 

Centre Yogyakarta untuk melakukan Kegiatan dengan misi mengurangi 

angka kekerasan yang dilakukan selama lima tahun dari 2004-2009 dan 

difasilitasi WCC Mitra Wacana. Pada tahun ke-enam tahun 2010 WCC 

Mitra Wacana bersama Koalisis Perempuan Indonesia (KPI) membentuk 

badan independen perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 

Banjarnegara yakni Woman Crisis Centre Srikandi.  

Setelah dibentuk, Woman Crisis Centre Srikandi di Banjarnegara 

melaksanakan advokasi kebijakan kepada pemerintah sehingga ada 

regulasi dan mekanisme yang mengatur agar pegiat-pegiat perempuan di 

Banjarnegara bisa mengaktualisasi diri bekerja secara social, dari hal itu 

juga lahir Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 

Kabupaten Banjarnegara. 
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“jadi dulu setelah dibentuk karena kita bukan merupakan lembaga 

yang langsung mandiri dengan sumber daya yang cukup, kita tetap 

membutuhkan P2TP2A sebagai lembaga koordinasinya sehingga 

lahirnya P2TP2A pas beriringan setelah WCC Srikandi lahir. Jadi 

yang mengkoordinasi APBD tetap P2TP2A tapi yang bergerak 

merupakan lembaga-lembaga sosial termasuk Woman Crisis 

Centre Srikandi. Dulu di Banjarnegara belum ada P2TP2A adanya 

baru LPPA.
99

” 

 
Pada intinya Woman Crisis Centre Srikandi merupakan lembaga yang 

khusus memberikan perhatian dan bantuan bagi perempuan yang mengalami 

krisis akibat kekerasan berbasis gender yang dialaminya diantaranya: Perempuan 

korban kekerasan domestik; Perempuan korban perkosaan, incest, dan korban 

kehamilan tidak dikehendaki, pelecehan seksual; dan Pekerja migran yang 

mengalami penipuan atau kekerasan. Woman Crisis Centre Srikandi  juga 

melakukan upaya-upaya perubahan budaya dan tatanan sosial masyarakat yang 

lebih adil gender dan tanpa kekerasan terhadap perempuan.  

2. Visi dan Misi Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten 

Banjarnegara 

Sesuai dengan tujuan Woman Crisis Centre Srikandi yaitu untuk 

“mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan 

anak”, berikut visi dan misis Woman Crisis Centre Srikandi: 

a. Visi Womans Crisis Centre Srikandi 

Terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial 

gender, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, 

kelas, ras (etnis), dan agama. 
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b. Misi Woman Crisis Centre Srikandi 

- Memperjuangkan terwujudnya perubahan sistem yang adil dan 

demokratis, baik dalam sektor kebijakan, aparatur maupun budaya 

hukum yang tidak merugikan kepentingan umum, peka terhadap hak-

hak masyarakat dan perempuan dan tidak mentolerir terjadinya 

kekerasan terhadap perempuan  

- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan  serta institusi 

lokal, sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai subyek 

pembangunan dan agen perubahan. 

3. Unsur Pendukung Kerja Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten 

Banjarnegara 

Untuk menunjang kelancaran proses pendampingan dan 

perlindunga anak korban kekerasan,Lembaga Woman Crisis Centre 

Srikandi  memiliki unsur pendukung kerja dan infrastrukur layanan yaitu: 

Internal :  

a. Konselor atau paralegal yang terdiri dari beberapa macam konselor, 

yakni:Konselor psikologis, Konselor hukum, dan Konselor spiritual. 

b. Staff administrasi,  

c. Staff pendataan kasus,  

d. Staff penyadaran masyarakat/komunitas,  

e. Staff yang bekerja dengan media massa dan jaringan. 
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Eksternal: kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk penanganan dan 

penyelesaian kasus, Rumah sakit atau lembaga pelayanan medis, 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dll. 

4. Program Kerja Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten 

Banjarnegara 

Program yang dilakukan Womans Crisis Centre Srikandi  

Banjarnegara  dalam mengatasi masalah kekerasan yaitu : 

1) Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender.  

Pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang 

mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi 

berupa dukungan aktif.
100

 Kegiatan advokasi yang dilakkan Woman 

Crisis Centre Srikandi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Gati 

sebagai berikut: 

“Kegiatan advokasi yang kami lakukan itu adalah tindakan 

yang dilakukan setelah terjadi kasus, antara lain pendampingan 

hukum, medis, psikologis, dan rehabilitasi terhadap korban-

korban kekerasan anak-anak atau wanita di Banjarnegara. Pada 

advokasi korban ini Womans Crisis Centre Srikandi 

bekerjasama dengan balai perempuan yang biasanya ada di 

Desa.
101

” 

2) Penguatan dan pengembangan kapasitas personal korban kekerasan  

Penguatan dan perngembangan kapasitas personal korban 

kekerasan yang dilakkan Woman Crisis Centre Srikandi mencangkup 
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beberapa hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Endah sebagai 

berikut: 

“untuk penguatan dan pengembangan kapasitas personal 

korban kami melaksanakan pelatihan ketrampilan yang pernah 

beberapakali kita adakan misal pelatihan membuat prodak 

olahan makanan, budidaya tanaman, beternak dalam rangka 

memeberdayakan mereka menyiapkan mental mereka agar 

tidak bergantung pada suami atau orang lain agar ketikan dia 

dihadapkan pada masalah bisa berinisiatif mengabil keputusan 

Intinya kita coba membangun mental.
102

” 

3) Sosialisasi  

Kegiatan sosialisasi Woman Crisis Centre Srikandi 

sebagaimana dikatakan Ibu Purwanti dari devisi pendampingan 

sebagai berikut: 

“Kita melakukan sosialisasi bahwa ada WCC Srikandi, 

sosialisasi bahwa kekerasan itu bentuknya seperti apa saja, 

sosialisasi bahwa pelaku-pelaku kekerasan bisa kena hukuman 

apa saja terus kita juga pahamkan tentang civic aducation jadi 

tau hak- hak perempuan itu apa, hak warga negara seperti itu 

seperti apa jadi dia harus tau posisinya sebagai warga negara 

apa kewajiabnya dan apa hak-haknya. Sehingga nantinya 

dimanapun kita berada melihat tindakan yang memang itu 

bersifat kekerasan  dan kita tahu apa itu kekeraan wajib 

memberi tahu bukan malah menutup sebelah mata, paling 

tidak kita memberi tahu bahwa itu adalah salah.
103

”  

4) Koordinasi dan membangun kemiteraan 

Kegiatan sosialisasi yang Woman Crisis Centre Srikandi 

sebagaimana dikatakan Ibu Purwanti dari devisi pendampingan 

sebagai berikut: 

“Kemitraan yang dimaksud adalah membentuk Wadah 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan berupa balai 

perempuan di Desa yang belum memiliki. Selain itu kita juga 
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membangun kemitraan dengan puskesmas setempat dan polsek 

setempat.
104

”  

 

B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Woman Crisis Centre Srikandi 

Banjarnegara 

1. Hasil Penelitian 

Kasus Pilihan di Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara 

Kasus A 

Kejadian terjadi pada 6 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014 

tepatnya saat korban  masih 15 tahun. Kejadian bermula dari 

korban  yang berkenalan dengan pelaku berusia 20 taunan dari 

socialmedia Facebook dan setelah berhubungan selama satu bulan, 

pelaku mengajak korban untuk bertemu dengan membawa teman 

di bawah jembatan Sungai Merawu pada tengah malam. Saat 

sampai di lokasi korban baru tau bahwa pelaku mengajak tiga 

orang lainya. Awalnya korban dan pelaku hanya mojok berdua 

namun kemudian teman-teman pelaku ikut bergabung. Melihat hal 

tersebut teman korban yang berusia lebih muda takut dan memilih 

untuk pulang kerumah. Setelah ditinggal temanya korban mulai 

menolak para pelaku namun tidak mempeduliakan, beruntung aksi 

pelaku diketahui polisi yang sedang ber-patroli untuk kemudian 

dibawa ke Polsek setempat. Setelah masuk ke Polres kasus korban 

sampai ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan yang 

diteruskan ke Womans Crisis Centre Srikandi atas usulan P2TP2A. 

Pada saat kasus berjalan keluarga korban dan korban menyetujui 

untuk jalan damai dengan pelaku yang masing-masing dari 4 

pelaku memberi uang kompensasi sebesar 20 juta, namun 

sayangnya uang korban malah dibawa kabur oleh pengacara 

kepercayaan keluarga korban yang menangani kasus korban. 

Korban sempat depresi karena putus sekolah dan ditipu hingga 

hampir melakukan bunuh diri dengan meloncat dari sungai, 

beruntung aksinya bisa digagalkan. Korban sempat mendapat 

bentuan ekonomi korban kekerasan dari PTP2A sebesar 2,5 juta 

dalam bentuk alat seperti microwave, panci, mixer, blender dsb
105

.  

 

                                                             
104

Wawancara dengan Purwanti dari divisi pendampingan Woman Crisis Centre Srikandi 

Kapupaten Banjarnegara, (Selasa, 2 Febuari 2021, pukul 10.00)   
105

Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual, (Minggu, 14 Febuari 2021, pukul 

17.00)   



67 
 

 
 

 Kasus B 

Kejadian terjadi pada 2 tahun lalu yaitu pada tahun 2019 tepatnya 

pada saat korban masih berusia 13 tahun. Kejadian bermula dari 

korban yang berkenalan dengan  pelaku berusia 25 tahunan di 

Facebook tahun 2018 dan berpacaran selama 1 tahun. Setelah 

berpacaran selama satu tahun korban baru mengetahui dari teman 

dan pengakuan dari istri pelaku sendiri bahwa ternyata pelaku 

sudah menikah dan punya satu anak berusia 1 tahun. Keadaan 

semakin rumit saat korban ternyata hamil dengan pelaku setelah 

pelaku selama berpacaran selalu melakukan tipu muslihat dan 

membujuk korban untuk berhubungan.  Korban sempat kabur ke 

Jogja dengan pelaku yang berjanji akan menyusul korban namun 

tidak juga disusul bahkan berkomunikasi dengan pelakua, korban 

yang dicari oleh orang tua korban dibantu dengan kepolisian 

akhirnya menemukan korban dan berhasil membujuk korban ntuk 

pulang di hari ke 32. Orang tua korban yang mengetahui keadaan 

anaknya yang hamil meminta  perertanggung jawaban dengan 

datang kerumahnya pelaku. Namun orang tua korban malah 

mengetahui bahwa pelaku ternyata sudah punya istri dan anak, 

bahkan ada dua orang lainya selain yang datang ke rumah pelaku 

untuk meminta pertanggung jawaban. Orang tua korban yang 

geram dengan perilaku pelaku akhirnya memutuskan untuk 

melaporkan pelaku ke kepolisian. Dari laporan kepolisisan korban 

mendapatkan pendampingan oleh P2TP2A yang dilimpahkan ke 

Woman Crisis Centre Srikandri untuk mendapat bantuan 

pendampingan. Korban sempat depresi dan memutuskan berhenti 

sekolah kini sedang mempersiapkan untuk masuk melanjutkan 

sekolah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan 

Mandiri Banjarmangu Banjarnegara dengan mengambil paket B 

dan dilanjutkan dengan paket C. Sedangkan untuk kasus dengan 

pelaku masih belum menunjukan kemajuan yang signifikan, hingga 

saat ini Woman Crisis Centre Srikandri masih berupaya mendesak 

pihak kepolisian untuk mempercepat proses pidana pelaku.
106

 

Hasil Asesmen Kasus A
107

 
1. Gambaran Kondisi Anak 

a. Fisik  

1) Korban  memiliki tinggi badan 158 cm dan berat badan 55 kg, 

berambut hitam lurus dan warna kulit sawo matang. 

2) Kesehatan 

Kesehatan korban secara fisik sehat namun secara psikososial 

memiliki trauma terhadap hubungan dengan lawan jenis. 

                                                             
106

Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual di kediaman Beliau, (Minggu, 14 

Maret 2021, pukul 11.00)   
107

Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data resmi milik divisi pendampingan di 

Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara   
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2. Psikologis  

a. Kecemasan / gelisah 

Korban merasa gelisah jika dikemudian hari nanti bertemu 

pelaku, selain itu korban juga gelisah jika harus berhubungan 

dengan lingkungan karena memiliki reputasi sebagai korban 

kekerasan seksual. 

b. Kemungkinan Trauma 

Ada indikasi bahwa korban mengalami Traumatik setelah 

kejadian tersebut. 

c. Agresifitas / emosi  

Hasil Asessment Peksos, korban termasuk anak yang sopan 

dalam berbicara dan tidak memiliki sifat agresif.  

d. Kecerdasan / pola pikir 

Korban termasuk anak yang memiliki prestasi disekolah, 

namun sayang karena malu dan trauma korban tidak ingin 

melanjutkan sekolahnya  

3. Kondisi Sosial 

Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan memiliki 

banyak teman, namun setelah kasus kejadian korban jadi menutup diri 

dari lingkungannya termasuk lingkungan pertemanan.  

4. Spiritual 

Korban  termasuk anak yang aktif dalam melaksanakan ibadah 

sesuai dengan ajaran Agamanya. 

 

Masalah yang dihadapi anak saat ini 

Masalah yang dihadapi korban saat ini takut jika bertemu pelaku lagi 

baik itu dijalan atau ditempat lain dan memiliki hubungan buruk 

dengan lingkungan sekitar karena dicap sebagai korban kekerasan 

seksual.Selain masalah psikologis korban  keluarga korban juga 

mengalami masalah ekonomi dikarenakan korban yang saat ini sudah 

memiliki 2 orang anak namun juga sudah bercerai dan keadaan korban 

sendiri yang tidak memiliki pekerjaan. 

Kebutuhan pelayanan 

Pendampingan sosial dan spiritual 

Sebab-sebab terjadinnya kasus / masalah 

Kejadian berawal ketika korban berkenalan dengan pelaku dari sosial 

media Facebook.  

Akibat yang dirasakan 

1. Anak/ Korban  

- Korban memiliki traumatik 

- Korban putus sekolah  

- Korban depresi dan sempat hampir bunuh diri 

- Hubungan korban dengan lingkungan jadi terganggu hingga saat 

ini 

2. Keluarga  
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- Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami 

korban 

- Kebutuhan ekonomi yang bertambah dengan adanya 2 anak 

korban namun tidak diimbangi pendapatan yang juga bertambah 

karena korban tidak bisa bekerja. 

Rencana Intervensi 

1. Tujuan  

- Memulihkan kondisi psikososial korban . 

- Melakukan pelatihan kewirausahaan kepada korban. 

- Sosialisasi terhadap lingkungan yang masih rendah kesadaranya 

akan hak-hak dan kewajiban terhadap korban kekerasan seksual. 

2. Sasaran  

Korban, keluarga korban dan lingkungan korban.  

3. Pelaksana  

Pekerja sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara  

4. Metode dan teknik  

Pemberian motivasi dan penguatan psikososial kepada korban, anak 

korban dan keluarga korban.  

 

Hasil Asesmen Kasus B
108

 
5. Gambaran Kondisi Anak 

b. Fisik  

3) Korban  memiliki tinggi badan 161 cm dan berat badan 60 kg, 

berambut hitam lurus dan warna kulit putih. 

4) Kesehatan 

Kesehatan korban L secara fisik sehat namun secara psikososial 

sedikit memiliki trauma. 

6. Psikologis  

e. Kecemasan / gelisah 

Korban  merasa sedikit gelisah jika dikemudian hari nanti bertemu 

pelaku. 

f. Kemungkinan Trauma 

Ada indikasi bahwa korban mengalami traumatik setelah kejadian 

tersebut. 

g. Agresifitas / emosi  

Hasil Asessment Peksos, korban  termasuk anak yang sopan dalam 

berbicara dan tidak memiliki sifat agresif.  

h. Kecerdasan / pola pikir 

Korban termasuk anak yang memiliki prestasi disekolah, namun 

sayang karena malu dan trauma korban tidak ingin melanjtkan 

sekolahnya. Beruntung setelah dibujuk oleh keluarga dan pihak 

WCC Srikandi korban mau mengambil paket B dan C untuk 

meneruskan pendidikanya.  

                                                             
108

Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data resmi milik divisi pendampingan di 

Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara   
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7. Kondisi Sosial 

Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak 

teman.  

8. Spiritual 

Korban  termasuk anak yang aktif dalam melaksanakan ibadah sesuai 

dengan ajaran Agamanya. 

Masalah yang dihadapi anak saat ini 

Masalah yang dihadapi korban  saat ini sedikit takut jika 

bertemu dengan pelaku dijalan atau ditempat lain, kasus korban masih 

belum menunjukan tanda-tanda kelanjutan padahal keluarga korban 

menghendaki agar pelaku segera dihukum. 

Kebutuhan pelayanan 

- Pendampingan sosial  

- Pendampingan hukum  

Sebab-sebab terjadinnya kasus / masalah 

Kejadian berawal ketika korban berkenalan dengan pelaku dari 

sosial media Facebook.  

Akibat yang dirasakan 

3. Anak/ Korban  

- Korban memiliki sedikit traumatik 

- Korban putus sekolah  

- Korban sedikit depresi karena malu dengan keadaanya   

4. Keluarga  

- Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami 

korban 

Rencana Intervensi 

5. Tujuan  

- Memulihkan kondisi psikososial korban. 

- Mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses kasus korban. 

- Membantu korban untuk melanjutkan pendidikan dengan 

mengambil paket B dan C. 

6. Sasaran  

Korban, keluarga korban dan pihak kepolisian.  

7. Pelaksana  

Pekerja sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara  

8. Metode dan teknik  

Pemberian motivasi dan penguatan psikososial kepada korban dan 

keluarga korban.  

 

2. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh 

Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara 
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Proses penanganan kasus yang ada di Womans Crisis Centre 

Srikandi sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Layanan yang 

ada, yaitu
109

: 

1. Layanan Pendampingan : 

Pendampingan Medis  

Seorang pendamping berkewajiban melakukan pendampingan 

medis di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Hal-

hal yang ada relevansinya dalam pendampingan medis di 

Puskesmas antara lain : 

1. Pelayanan kesehatan dasar 

2. Pelayanan medis lanjutan 

3. Memberikan informasi layanan medis 

4. Memberikan layanan konsultasi kesehatan 

5. Memberikan rujukan ke rumah sakit 

6. Mengupayakan pendampingan bagi korban ke tempat 

rujukan. 

7. Rehabilitasi medis dan psikis 

Bentuk pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: 

A. Untuk Pasien Non Kritis 

Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien 

langsung mendapatkan layanan kesehatan dan konseling serta 

mendapat pendampingan WCC SRIKANDI yang memberikan 

layanan konseling dan bantuan hukum. 

B. Untuk Pasien Semi Kritis.  

Setelah melakukan pendaftaran atau registrasi, korban segera 

mendapat perawatan medis yang ditangani langsung oleh tim 

dokter spesialis. Setelah mendapat perawatan secara medis korban 

kemudian ditangani sesuai prosedur layanan kesehatan tahap 

berikutnya, dengan mendapatkan konseling, lalu pemeriksaan fisik 

(visum: ada surat permintaan dari kepolisian) setelah penyelesaian 

administrasi korban kemudian mendapatkan pendampingan WCC 

SRIKANDI dalam hal layanan konseling dan bantuan hukum. 

C. Pasien Kritis 

Korban segera mendapatkan pelayanan medis sambil penyelesaian 

registrasi/administrasi. Selanjutnya apabila Rumah Sakit tidak 

dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka pihak Rumah 

Sakit akan merujukkan korban ke rumah sakit lain yang peralatan 

                                                             
109

Sumber : Data Standar Oprasional Prosedur (SOP)  yang ditampilkan 

diperoleh dari data resmi milik Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara yang juga 

merupakan SOP untuk seluruh organisasi sosial dibawah naungan P2TP2A Kabupaten 

Banjarnegara  
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medisnya lebih lengkap guna mendapatkan pelayanan medis lebih 

lanjut.  

II. Layanan Pendampingan Hukum 

  Pendampingan yang diberikan meliputi : Konsultasi hokum, 

Pendampingan hukum dan Penanganan hukum 

Mekanisme layanan: 

- Klien bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum melalui 

Divisi Pendampingan. Selanjutnya klien Bisa memilih untuk tidak 

melanjutkan laporannya, dimana itu diartikan memilih jalan 

penyelesaian dengan perdamaian/ kekeluargaan atau apabila klien 

ingin menindaklanjuti secara hukum dapat langsung melapor ke 

kantor kepolisian terdekat dengan didampingi oleh WCC 

SRIKANDI. 

- Dalam pemeriksaan itu laporan diklasifikasikan menjadi kasus 

kriminal biasa atau  laporan khusus kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak berbasis gender. Laporan tersebut berlanjut 

pada RPK (ruang pelayanan khusus) – UNIT PPA-. Bilamana 

tersangka masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya 

kerjasama dengan BAPAS. 

- Setelah proses tersebut baru kemudian bisa ditinjau kembali 

apakah nantinya kasus tersebut bisa didamaikan ataukah harus 

dibawa hingga tingkat kejaksaan untuk diusut lebih lanjut. 

III. Pendampinga Layanan Psikologis dan Spiritual. 

A. Layanan yang diberikan: 

- Memberikan konsultasi/ konseling psikis. 

- Memberikan penguatan mental spiritual bagi korban kekerasan sesuai 

dengan keyakinan/ agamanya. 

- Memberikan konseling lanjutan/ terapi bagi korban kekerasan. 

- Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk 

remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap 

perempuan. 

- Memberikan rujukan intervensi medis jika korban sudah gejala klinis 

(penanganan psikiater) 

- Layanan konsultasi/ therapy untuk pelaku kekerasan. 

Jenis LayananKorban bisa mendapatkan pelayanan:Psikologis, 

Spiritual, Pelayanan Kejiwaan lanjutan. 

 

B. Mekanisme pendampingan korban: 

- Terlebih dahulu korban mendapatkan pelayanan medik melalui 

puskesmas disertai keterangan visum. Kemudian korban mendapatkan 

layanan konseling. Berikutnya korban dirujuk untuk mendapatkan 

bimbingan spiritual dari pimpinan agama (ustadz/ pendeta/ gembala 

baik/ pandito/ Bante/ Bikhu/ Bhikuni). Setelah mendapat konseling 

dan bimbingan spiritual korban kemudian dirujuk lebih lanjut untuk 



73 
 

 
 

mendapatkan pelayanan yang diperlukan diantaranya ke RSU, atau ke 

Polres. Tahap terakhir korban mendapatkan pemulihan, bisa berupa 

konseling/ bimbingan spiritual, pelayanan medis, sosial dan ekonomi 

ataupun layanan hukum. 

 

IV Pendampingan Layanan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi 

A. Bentuk Layanan Sosial 

- Korban yang membutuhkan penguatan sosial yang difasilitasi 

sesuai kebutuhan. 

- Korban yang tidak diterima oleh masyarakat akibat stigma sosial, 

akan difasilitasi untuk dilakukan mediasi. 

- Disamping itu akan dilakukan pemberian informasi dan 

penyadaran kepada masyarakat 

B. Pendampingan Layanan Pemberdayaan Ekonomi 

- Korban yang diidentifikasi membutuhkan penguatan ekonomi akan 

didata dan kemudian diberikan rekomendasi sesuai dengan 

kebutuhan korban, yakni  

 Fasilitasi pendidikan dan ketrampilan. 

 Fasilitasi perkuatan permodalan 

- Dalam proses selanjutnya akan dilakukan asistensi untuk 

membantu korban mengembangkan usaha atau kemampuan yang 

didapat paska pelatihan 

- Untuk menjaga kelangsungan usaha dan kemandirian ekonomi 

korban akan dilakukan monitoring dan evaluasi 

 

SOP tersebut dibuat sedemikian rupa semata-mata dengan tujuan 

melindungi korban kekerasan berbasis gender khususnya perempuan dan 

anak. Hal ini dilakukan karena anak korban kekerasan seksual biasanya 

mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang 

dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidup 

korban.
110

 

Pengertian korban dalam yuruidis termaktub di UUNo. 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban 

                                                             
110

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksua”l (Bandung: PT Refika Aditama,2001) hlm. 79. 
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adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Secara 

teoretis, korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah 

menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa 

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
111

 

Korban dalam peradilan pidanasebagai pihak pencari keadilan 

seringkali menduduki posisi pinggiran (peripheral) dibanding dengan 

pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih 

mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi 

sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hak-hak tersangka/terdakwa juga 

lebih banyak diatur dalam KUHAP dibandingkan dengan hak korban, 

seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi ade charge dan saksi ahli, 

ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan.  

Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan 

utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku 

kejahatan dengan korbannya, sehingga penentuan hak-hak korban dan 

upaya perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih adil.
112

 

Upaya perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana 

kekerasan seksual  tidak semata-mata merupakan tugas aparat penegak 

hukumdan lembaga-lembaga perlindungannya, tetapi juga merupakan 

                                                             
111

 Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana 

Nasional Dan Sistem  Pidana Hukum Islam”, dalam Jurnal al-Manahij:Jurnal Kajian Hukum 

Islam. Vol XIII, No. 1, Juni 2019, hlm 39 
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Vivi Ariyani.....hlm 42 
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kewajiban bagi negara, keluarga, dan masyarakat untuk membantu 

memulihkan kondisi korban. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tatentang perubahan atas UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua
113

. 

Masyarakat, keluarga, orang tua dan negara dalam hal ini 

pemerintah dapat melakukan perlindungan anak yakni dengan cara: 

1) Individu dan Keluarga 

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang 

mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan 

kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu 

menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan 

peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi 

bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang 

dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya 

tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran 

masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.
114

.  

 

 

                                                             
113

Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak”, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 9-10 
114

Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015, hlm 54 
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2) Masyarakat 

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga 

mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi 

kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan 

melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi 

penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini 

juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, 

karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa 

minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat
115

.  

3) Negara 

Negara dalam hal ini adalah pemerintah memiliki peranan 

penting untuk bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan 

rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan dan 

hak-hak anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah 

bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban 

kekerasan seksual yang terjadi pada anak.  

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yang diatur negara adalah 

sebagai berikut : 

a) Bantuan Hukum  

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, 

baik diminta ataupun tidak diminta.
116

Undang-Undang Perlindungan 

Anak menyebutkan, bukan hanya anak  sebagai pelaku tindak pidana 
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Anastasia Hana Sitompul..... hlm 54-55  
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Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 
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yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi 

korban.  

Dalam Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak 

mamputermasuk anak sebagai korban kejahatan seksual yang secara 

finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari 

penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.  

b) Perlindungan Saksi dan Korban 

Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam 

UU tersebut diatur  mengenai hak saksi atau korban seperti memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari 

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau 

diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan 

menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
117

. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara 

perlindungan menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah
118

: 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari 

ancaman fisik dan mental.  

b. Perahasiaan identitas koban dan saksi. 
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c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan 

tanpa  bertatap muka dengan tersangka. 

c) Rehabilitasi 

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi 

dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh 

korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 

sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak 

sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa 

rehabilitasi.   

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial 

(Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat 

LPKS). Adapun Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah 

bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat 

sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan
119

.   

d) Pencegahan  

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku 

kejahatan. Jika premitif mencegah niat pelaku kejahatan melalui 

internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah 

kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat 

lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastuktur 
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hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum 

berupa aturan perundang-undangan
120

. 

Penerapan hukum terhadap tindak pidana seksual anak di 

bawah umur diatur pada KUHP pasal 287 ayat 1 dan dalam UU No. 35 

Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan 

yaitu antara lain Pasal 76 D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76 

E (pencabulan anak), pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku 

diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun, namun 

dengan berjalannya waktu pasal tersebut dirasa masih terlalu ringan 

untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2000an dikeluarkannya UU No. 

23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan 

maksimal 15 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda minimal 

Rp 60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000, kemudian pemerintah 

melakukan perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 

dengan UU No. 35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
121

. 

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden 

Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 

tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum 
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yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara 

menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh 

tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan 

ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, 

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban 

meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 

elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan 

narapidana
122

.  

Namun dikarenakan hukuma kebiri sempat menjadi pro kontra 

antara beberapa pihak, maka untuk mempertegas hukuman pada 7 

Desember 2020 Presiden Joko Widodo menaken Peraturan Pemerintah 

No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, 

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan 

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak atau 

disingkat dengan PP No. 70 Tahun 2020. Dengan adanya pemberatan 

hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan 

terjadi efek jera pada pelaku tersebut
123

. 
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3. Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual  

Perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual  

sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban. Karena pada dasarnya 

korban kekerasan seksual merupakan korban ganda yang selain 

mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan 

psikis yang membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Anak 

korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang sangat berat, 

sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang 

membayangi perjalanan hidupnya. Hal ini juga berdampak buruk 

terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban.
124

 

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak 

korban kekerasan seksual, Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara 

mengupayakannya dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian 

dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. 

Selain itu Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara juga 

melaksanakan program kerja yang memiliki tujuan untuk “mengurangi 

dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak”.  

Namun dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual, terdapat 

2 cara yang dapatdigunakan yaitu: jalur hukum (penal) dengan 

penyelesaian melalui jalur pengadilan yang nantinya akan menghasilkan 

vonis pidana dari hakim kepada pelaku kekerasan seksual, dan di luar 
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jalur hukum (non penal)yaitu suatu proses di mana korban dan pelaku 

kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak 

ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan 

menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung untuk memudahkan 

korban mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya 

dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas 

perbuatannya.
125

 

Tujuan yang diinginkandari mediasi penal dicapai adalah 

peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah 

dilakukan terhadap korban. Jika korban hamil misalnya, maka pelaku 

bertanggung jawab untuk menikah dengan korban atau bertanggung 

jawab terhadap masa depan anak yang dikandung korban dengan 

memberikan santunan sebagai bentuk ganti kerugian. 

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini 

adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan 

pidana. Sebagaimana Woman Crisis Centre Srikandi seringkali 

menerapkan mediasi penal terhadap korban kekerasan. Terlibatnya WCC 

Srikandi bertujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem 

peradilan pidanadan apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan 

mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga apabila ternyata para pihak 

tidak menemukan. kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus 
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tersebut dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang 

konvensional
126

. 

Perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan dapat terwujud 

apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. 

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 

negara pada masa depan.Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka 

perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

berbangsa dan bernegara
127

.  

 

C. Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi 

Banjarnegara dengan Perlindungan HukumMenurut Hukum Islam 

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam 

tidaksecara khusus dibahas. Namun bukanberarti tidak ada perlindungan bagi 

korbantindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam 

tidak lepasdari perlindugan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, 

martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yangmelekat padanya telah 

mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki 

hak karamah (hak pemuliaan) dan hak faḍilah (pengutamaan manusia). Hal 

ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itusendiri, yaitu raḥmatan lil 
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„alamin, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak 

bagikeberadaan manusia di muka bumi dan tujuan hukum Islam disebut yang 

dengan maqaṣid al-syari'ah (tujuan dasar hukum Islam), meliputiḤifẓ al-din 

(jaminan hak menjalankan agama), Ḥifẓ al-nafs(jaminan hak hidup), Ḥifẓ al-

„Aql(jaminan atas akal pikiran), Ḥifẓ al-Nasl, (jaminan atas keturunan), 

sertaḤifẓ al-Mal(jaminan atas harta)
128

.  

Konsep perlindungan korban tersebut didasarkan pada maqaṣid 

alsyari'ah sebagaimana disebutkan di atas. Pandangan Imam al-Syaṭibi 

tentang hukum menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum (taklif) 

diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak ada 

satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai 

tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuṭaq 

(membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan), dan hal ini merupakan 

suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum­hukum Allah.
129

 

1. Perlindungan Anak  dalam Hukum Islam  

Dalam berbagai litelatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak 

ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. 

Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah 

hadanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika 

ditelusuri makna katanya, secara bahasa hadanah  merupakan bentuk 

masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Adapun 
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menurut istilah, hadanah berarti memelihara anak kecil, orang yang 

lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki 

kemampuanuntuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai 

kebutuhanya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagi kebutuhan yang 

diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.
130

 

Wahbah al-Zuhaili dan al-Mawardi membagi fase anak 

mencangkup lima hal, yaitu: 1) nasab (identitas diri); 2) radha 

(pengasuhan); 3) hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan); 4) wilayahi 

(perwalian); dan 5) nafaah (pemberian nafkah). Dengan demikian, 

menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, hadanah merupakan salah satu bentuk 

perlindungan anak, selain pemberian indentitas, penyusuan, perwalian, dan 

pemberian nafkah
131

. 

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam 

kontemporer, mengemukakan istialah al-wilayah dengan arti yang 

semaknadengan pengertian perlindungan anak. Al-Hafnawi, misalnya, 

mengemukakan bahwa al-wilayah (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) 

perwalian atas diri (al-nafs); dan 2) perwalian atas harta (al-mal). 

Peralian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang 

berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan 

(baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (al-hadanah), 

pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta 
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diberikan atas orang yang tidak memunyai kemampuan untuk mengelola 

hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap
132

. 

Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (hadanah) merupakan 

bagian dari (al-wilayah), karena perlindungan anak mencangkup semua 

aspek yang berkaitan dengan naka, baik fisik, mental, maupun spiritual, 

baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya. 

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam 

Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam 

hukum Islam dibahas secara rinci secara detail. Pembahasan mengenai 

perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak 

sejak dalam kandungan hingga dewasa. Adapun beberapa hak-hak anak 

yang diatur dalam hukum Islam adalah sebagai berikut
133

: 

a. Hak Hidup, diatur dalam Q.S al-An‟am (6) :151 dan Q.S. al-Isra‟ 

(17) :31 

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab, diatur dalam Q.S al-Ahzab (33) :5 

c. Hak Mendapatkan Nama Baik, sesuai dengan hadis Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud
134

 

d. Hak Mendapatkan Penyususan, diatur dalam Q.S al-Baqarah (2) :233 

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, diatur dalam Q.S. al-

Ankabut (29) :8 
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f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan hadis 

Rasulullah yang diriwayatkan olehImam Baihaqi. 

g. Hak Diperlakukan Secara Adil sesuai dengan hadis Rasulullah yang 

diriwayatkan olehNu‟man bin Basyir 

Perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan 

dasar untuk membangun kehidupam umat manusia yang memagang 

teguh ajaran Islam. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara 

berasama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.  

3. Hukum Kekerasan Seksual pada Anak dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual, 

tetapi mengenal dengan istilah zina. Dalam  konsepsi pidana Fiqh (al-

hudud),hukum pidana seksual digolongkan tindak pidana kejahatan atas 

kehormatan (hak al-„ardh), yang berupa perzinahan dengan ancaman 

hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi kekerasan 

seksual berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan 

kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan. Perzinahan 

atau zina secara bahasa berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Secara 

istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara 

seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan 

perkawinan
135

.  

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad al-Khatib al-

Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak 
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satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya sangat 

berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab
136

. Kekerasan 

seksual juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis 

persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu 

tidak didasari kerelaan, melainkan atas dasar paksaan
137

. Faktor paksaan 

dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus 

dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan
138

. 

Seperti diketahui, syariat Islam mengenal tiga jenis kejahatan, 

qishash, hudud  dan ta‟zir. Qishash merupakan pembalasan setimpal 

terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan 

sengaja.  Hudud adalah kejahatan-kejahatan yang jenis pelanggaran dan 

hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa 

kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah perzinaan, menuduh 

zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara ta‟zir  merupakan 

hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya 

diserahkan kepada pertimbangan hakim
139

.  

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji 

yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya.Didalam Hukum 

Hadd dapat digolongkan 2 bagian bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu:   
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a. Pezina Muhson (yang sudah menikah) 

Ulama bersepakat bahwasanya hukuman bagi pezina yang 

berstatus muhsan adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil 

dari as-sunah yang mutawatir, dalil ijma, serta dalil logika.  

b. Pezina Ghairumuhson (yang belum menikah) 

Hukuman hadd bagi pezina yang masih lajang adalah dera100 

kali dan pengasingan selama satu tahun menurut Imam Syafi‟i. 

Menurut Abu Hanifah tidak ada hukum mengasingkan, sedangkan 

menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak 

laki-laki bukan pihak perempuan
140

 

Menurut Iman Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, 

Atha‟ dan AzZuhri berpendapat, bahwa wajib diberikan kepada 

perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu 

ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti 

kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. 

Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi 

ini ditentukan oleh hakim.
141

 Dengan cara seperti itu, pihak pelaku 

mendapatkan beban hukuman berganda  yang cukup berat, sedangkan 

pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hakhaknya yang telah 

dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis. 

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap 

kepentingan privat, akan tetapi juga atas kepentingan publik. Bagi 
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Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah” Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, (Jakarta: 
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masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika hukuman 

yang ditegakkan dalam pidana Islam secara jujur dan adil. 

4. Kesesuaian Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Terhdap Anak  

Perlindungan syari‟at Islam terhadap hak-hak manusia, secara garis 

besar, dikategorikan kepada dua bentuk, pertama, jaminan terwujudnya hak-hak 

manusiasehingga dapat dinikmati oleh orang yang bersangkutan (min janib al-

wujud). Kedua,melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran (min 

janib al-„adam).Hal ini disesuaikan dengan misi utama ajaran Islam 

itusendiri, yaitu raḥmatan lil „alamin, yakni keselamatan dan 

kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagikeberadaan manusia di 

muka bumi dan sebagai perwujudan dari tujuan hukum Islam yang 

disebut maqaṣid al-syari'ah (tujuan dasar hukum Islam)
142

 

Teori hukum pidana Islam menunjukkan tentang hubungan antara 

penerapan norma-norma hukum dengan terpeliharanya hak-hak pada diri 

manusia. Inilah yang tidak mudah dilaksanakan, terbukti tidak sedikit 

manusia yang sudah paham dengan norma-norma, tetapi perilakunya 

masih mengikuti hawa nafsu, suka menganiaya, menyakiti dan 

merugikan hak-hak sesamanya.   

                                                             
142
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anak.    



91 
 

 
 

Dalam penerapan hukuman atas tindak pidana kekerasan seksual, 

dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat ditentukan titik 

perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaannya dalam tinjauan 

keduanya adalah bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat 

dikategorikan dalam tindak pidana berat dengan ancaman hukuman bagi 

pelaku juga berat dan adanya pengakuan hak-hak anak dalam hukum 

positif
143

. Di samping persamaan yang ada dalam tinjauan kedua hukum 

tersebut, dapat pula dipahami bahwa antara keduanya juga memiliki 

perbedaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut
144

: perbedaan pertama 

dalam hukum positif pelaku diancam hukuman penjara, namun dengan 

adanya PERPPU No. 1 tahun 2016 pelaku bisa dikenai hukuman 

pemberat dan tambahan yaitu dihukum mati, diumumkan identitasnya, 

kebiri kimia, atau pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan 

dalam hukum Islam pelaku diancam hukuman cambuk dan rajam. 

Perbedaan kedua, dalam hukum Islam kekerasan seksual pada anak 

masuk kategori perzinahan dengan ancaman hukuman adalah hadd, 

sedangkan lembaga peradilan di Indoneisa menghendaki untuk 

menjadikan hukuman tindak pidana kekrasan seksual dengan takzîr 

sebagai hukuman pokok. 

Adapun hukuman denda yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 

2014 juga terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah 

diyat.Akan tetapi hukuman denda ini menempati hukuman pokok pada 
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tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dan menempati hukuman 

pengganti pada tindak pidan penganiayaan sengaja. 

Perbedaan ketiga, selain dengan hukuman ta‟zir dan diyat, ada 

juga penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mediasi penal untuk 

mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dalam hukum positif. 
145

 

Sedangkan dalam jarimah hudud pemaafan oleh korban dan/atau 

keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana masih dapat dibenarkan 

jika pelaku tindak pidana tersebut belum diajukan ke penegak hukum, 

namun jika persoalan tersebut telah ditangani penegak hukum maka 

pemaafan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi 

dan tidak mempengaruhi hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

tersebut
146

.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan 

analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat 

dikemukakan kesimpulansesimpulansebagaiberikut: 

1. Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam mengupayakan 

pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah 

dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja 

P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Terdiri dari 

pendampingan medis di Puskesmas atau Rumah Sakit, pendampingan 

hukum kepada korban yang memilih untuk melanjutkan laporannya, 

pendampingan layanan psikologis dan spiritual, pendampingan layanan 

sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada korban yang membutuhkan 

pendampingan penguatan ekonomi. Selain itu Woman Crisis Centre 

Srikandi Banjarnegara juga melaksanakan program kerja yang memiliki 

tujuan untuk “mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada 

perempuan dan anak” sesuai dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2014 Atas 

Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Perlindugan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara sesuai dengan UU No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut juga 

telah sesuai perlindungan yang diatur hukum Islam. Dalam undang-

undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan  dalam hukum 

Islam memiliki kesamaan menjatuhi hukuman berat kepada pelaku dan 

adanya pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan 

berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhi hukuman kepada pelaku 

berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang 

diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhson atau ghairu 

muhson. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang 

dipenjara, didenda atau dikebiri, apabila di hukum Islam hukumannya 
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berupa cambuk 100 kali atau dera, rajam sampai mati dan  pengasingan. 

Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan 

yang sama dengan perlindungan dalam hukum Islam yaitu melindungi 

korban dengan menjatuhi hukuman berat kepada pelaku kekerasan 

seksual. 

 

B. Saran  

Saran ini akan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, 

dan juga orang tua: 

1. Untuk pemerintah, hendaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan 

nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif 

bagi beberapa pihak. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, 

supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi 

sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal.  

2. Untuk aparat penegak hukum, hendaknya bisa lebih tegas dan cepat dalam 

menindak lanjuti kasus kekekrasan seksual terhadap anak, terlebih anak 

korban kekerasan seksual adalah korban ganda yang selain mengalami 

kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang 

tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.  

3. Untuk masyarakat dan orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi 

kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Disamping anak 

disekolahkan diluar, bagi orang tua hendaknya menerapkan pendidikan 

juga dirumah, baik secara mental, akhlak serta agama, sehingga anak 

terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merusak pertumbuhan dan 

perkembangan bagi anak, karena anak adalah penerus bangsa yang 

sesungguhnya. 
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